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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjakan kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang
telah memberikan rahmat serta karunianya atas tersusunnya Program Kerja Tahun 2019
yang merupakan dukumen Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B, dengan maksud dan
tujuan untuk memperoleh informasi dalam menyelenggarakan manajemen Kkinerja yang
baik dan benar, di samping itu juga memperoleh ukuran keberhasilan dari penyampaian
suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas Kkinerja instansi, maka setiap instansi
pemerintah di tuntut untuk merencanakan dan menetapkan Program kerja di lingkungan
masing-masing. Tuntunan demikian sangat beralasan karena sering Kkali terjadi
ketidakselarasan dalam penetapan kinerja dan hasil yang diinginkan sehingga laporan yang
di sajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi diatasnya, bahkan dengan
perencanaan nasional.

Kami menyadari Program kerja ini masih banyak kekurangannya meskipun
demikian, kami berharap, dengan rencana ini semua kebijakan program dan kegiatan
yang kami susun mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah di sepakati dan dapat
dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya, untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Pengadila Agama Ternate Kelas IB

te, 11 Januari 2019
2 »etua Pegadilan Agama Ternate Kelas IB

e

Qﬁ‘?afﬂf ng Pujadi Sholeh

- 49640103 199103 1 006

PENC 4,),,
o«
™0
2




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... [

DAFTAR IS I

BAB | PENDAHULUAN
A, KEAUAUKAN......ccuiiiicciice e 2
B. Tugas POKOK dan FUNSI..........cciiveieiieieiiiese e 2

BAB Il LANDASAN KERJA

A, 1aNAASAN YUFIAIS. . .cvviiiieiiieiieiee et 4

B. Visi Misi Pengadilan Agama Ternate.........ccocovvevveieiieeieenene e e 5

C. TUJUAN AN SASAIAN......cciirierieiiiieereesie e see e e see e eseesee e eenneesee ereas 5

D. Ketersedian ANQOaran. ..o ereeriinieneiie s see e e 6
BAB 111l PROGRAM KERJA DAN PEMBINAAN

AL Program KEIJa........cueceiieieeie et 8

B. Pembinaan-Pembinaan...........cccccoriiiiinieiiieiiceseeeee e 10
BAB IVPENUTUP ...t 12

LAMPIRAN



BAB |
PENDAHULUAN

Mempedomani arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya khususnya Pengadilan Agama Ternate sejak
dicanangkannya pelaksanaan akreditasi bagi setiap lingkungan Peradilan maka
setiap Pengadilan dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pelayanan
publik secara terukur dan transparan, Pengadilan Agama Ternate sendiri telah
mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Pengadilan Agama Ternate merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu
menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai
dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang
No0.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun
1986.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi
Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor : MA/SEK/07/111/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/018/SK/Ill/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI .

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan
sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi
dan Misi Pengadilan Agama Ternate, tentunnya harus didukung oleh sarana
dan prasarana yang memadai, Jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan
Kompetensinya, SDM aparat Pengadilan baik kualitas maupun kuantitas, serta

hal-hal lain yang mendukung kegiatan dan program yang sudah diamanatkan
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oleh Undang-Undang tersebut diatas.Memang untuk mewujudkan Peradilan
yang modern yang telah dicanangkan dalam Blue Print Mahkamah Agung RI
tidaklah mudah memerlukan Pemikiran-pemikiran, Kebijakan-kebijakan dari
Pimpinan yang ada di Mahkamah Agung RI dan tidak sedikit anggaran yang
harus disiapkan, sehingga kesiapan, keseriusan dan ketulusan hati Aparat
Lembaga Badan Peradilan untuk mewujudkan Pengadilan yang modern sesuai

harapan masyarakat dapat terwujud.

A. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berkedudukan dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Maluku Utara tepatnya terletak di
JI. Makugawene, Kota Ternate. Pengadilan Agama Ternate mempunyai
wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan, 77

kelurahan/Desa, yang Luas Wilayahnya mencapai 162.03 km2 serta terdiri
dari 223.107 jiwa dan Kabupaten Halmahera Barat dengan 8 Kecamatan,
166 Kelurahan/Desa memiliki luas wilayah 2.361,56 km2 dengan populasi

sebanyak 121.298 jiwa.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan

fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi,

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
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C.

Memberikan  pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan
keuangan kecuali biaya perkara);

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum
Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama,;

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan

terhadap advokat/ penasehat hukum.



BAB Il
LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

1.

Undang-Undang Nomor.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.8 tahun
2004 junto Undang-Undang No0.49 tahun 2009

Undang-Undang Nomor.8 tahun 1974, jonto Undang-Undang Nomor.43
tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian

Keputusan Presiden RI Nomor.21 tahun 2004, tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah

Agung RI

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor.KMA/007/SK/1V/1994
tanggal 1 April 1994 tentang Pemberlakuan Buku | dan Buku Il tentang
Pedoman pelaksnaan tugas dan administrasi peradilan ;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/080/SK/VIII/2006
tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga
peradilan ;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/096/SK/X/2006
tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam

melaksanakan tugas pengawasan
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9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.145/KMA/SK/VI111/2007
tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Dilingkungan Badan Badan Peradilan

10. SK.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor.MA/SEK/Q07/111/2006 tanggal
13 Maret 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah
Agung RI

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan

12. DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2019 Nomor : SP
DIPA -005. 01.2.307782 / 2019 dan Nomor : SP DIPA-
005.04.2.309101/2019 tanggal 07 Desember 2019.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA TERNATE

V I S 1 : “Terwujudnya Pegadilan Agama Ternate Kelas IB Yang
Agung.”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat

Pertama, Pegadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan Tujuan yaitu
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Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan, dengan
sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan
pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah — langkah
peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya
Misi Pegadilan Agama Ternate Kelas IB. Langkah tersebut dikelompokan
dalam 2 (dua) tujuan strategis Pegadilan Agama Ternate Kelas IB yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara

efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang

tidak mampu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Pegadilan Agama Ternate Kelas IB yang Agung. maka

Pegadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan 4 (empat) sasaran

strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan tertib administrasi Perkara

3. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap
Peradilan (Acces To Justice)

4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

D. KETERSEDIAAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TERNATE
KELAS IB

a. Anggaran Belanja Pengadilan Agama Ternate tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

¢ Belanja Pegawai (51) : Rp. 3.050.389.000
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e Belanja Barang (52) : Rp. 748.661.000

¢ Belanja Modal (53) : Rp. 13.000.000

Jumlah Dipa BUA (01) : Rp. 3.812.050.000

b. DIPA Badan Peradilan Agama (04)

e Belanja barang (52) : Rp. 154.000.000

Jumlah DIPA BUA (01) + DIPA Badilag (04) = Rp.
3.966.050.000,-

b. Perkiraan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Ternate tahun 2019

Diharapkan dapat terserap sekitar 99,03 % dengan Estimasi rincian

sebagai berikut :

RENCANA REALISASI
PAGU
JENIS BELANJA PROSENTASE
(RP) JUMLAH (RP)
(%)
DIPA 01
Belanja Pegawai(51) 3.050.389.000 2.735.336.800 89,67
Belanja Barang (52) 748.661.000 739.633.000 98,79
Belanja Modal (53) 13.000.000 13.000.000 100
JUMLAH | 3.812.050.000 3.487.969.800 91,49
DIPA 04
Belanja Barang (52) 154.000.000 154.000.000 100
JUMLAH I 154.000.000 154.000.000 100
JUMLAH TOTAL I+l 3.966.050.000 3.641.969.800 91,82
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BAB Il
PROGRAM KERJA DAN PEMBINAAN

Program Kerja Pengadilan Agama Ternate tahun 2019 merupakan
Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Ternate kelas Ib

A. PROGRAM KERJA BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN
ADMINISTRASI UMUM

1. Program Kerja Bidang Keperkaraan

a. Pelayanan dan Bantuan Hukum

» Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
untuk  mewujudkan image (citra) dan performance
(Penampilan) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang
profesional, Modern dan transparan.

» Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencri keadilan
melalui program e-Court seseuai dengan azas peradilan
proses cepat dan biaya ringan.

» Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat atau Instansi yang
minta penasehatan/Konsultasi Hukum

» Peningkatan Pelayanan dan penertiban terhadap advokat,
pengacara praktek dan kuasa Insidentil

b. Pembinaan Peradilan
» Meningkatkan kualitas aparatur peradilan di bidang teknis
yustisial
» Peningkatan kualitas pelaksanaan Administrasi Perkara

» Peningkatan pembinaan kualitas Hakim

c. Pengawasan
» Peningkatan pelaksanaan evaluasi yang normal
» Peningkatan pengawasan kepada pejabat kepaniteraan

» Peningkatan sistem pelaporan perkara yang tepat waktu
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2. Program Kerja Bidang Kesekretariatan

a. Sub. Bagian urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

» Peningkatan pembinaan sistem pengumpulan, pengolahan,
dan penyusunan data Kegawaian.

» Peningkatan pembinaan kualitas SDM melalui pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan.

» Peningkatan pengadaan pegawai

» Peningkatan pembinaan dalam pengembangan Kkarier
pegawai.

» Peningkatan pelayanan urusan kepegawaian

» Peningkatan penyelengaraan pemutakhiran data pegawai
dalam SIKEP dan SIMPEG

» Peningkatan penyelenggaraan jenis-jenis laporan
kepegawaian secara akurat dan tepat waktu melalui SIKEP,
SIMPEG dan KOMDANAS

b. Sub. Bagian urusan umum dan keuangan

Penertiban pelaksanaan pembiayaan
Peningkatan monitoring terhadap anggaran
Terciptanya tata laksana keuangan
Peningkatan laporan keuangan
Peningkatan penataan dokumen keuangan

Peningkatan koordinasi tentang seluruh kegiatan.

YV V V V V V VY

Peningkatan penertiban pelaksanaan tata persuratan sesuai
dengan KMA No 143/KMA/SK/VIII/2007

Peningkatan pembukuan dan penataan dokumen

A\

perlengkapan dan Laporan
Peningkatan penertiban penggunaan barang inventaris .
Peningkatan pemeliharaan barang inventaris

Peningkatan pengadaan barang inventaris

vV V VYV V

Peningkatan pengelolaan perpustakaan
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» Peningkatan penataan tata ruang kantor
» Pengelolaan barang persediaan kantor
c. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Penyusunan rencana Penggunaan DIPA tahun anggaran 2020
Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2019

>

>

» Peningkatan Laporan

» Peningkatan Pembuatan Program Kerja
>

Peningkatan Informasi Lewat Web

B. PEMBINAAN-PEMBINAAN

1. Pembinaan IKAHI :
» Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI
» Menyetorkan iuran IKAHI 6 bulan sekali
» Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI.

2. Pembinaan IPASPI :
» Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI
» Menghimpun iuran anggota IPASPI setiap bulan

3. Pembinaan PTWP :
» Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota
» Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat

4. Pembinaan Olah Raga :

» Melaksanakan Olah Raga setiap Jumat 1 dan Kerja Bhakti
Setiap Jum’at minggu Ke 2 dalam ruangan dan lingkungan
kantor.

» Melaksanakan turnamen olahraga internal PA. Ternate
(Demeno, Tenis, Catur dan Tenis Meja) pada bulan Agustus
2019 dalam rangka menyambut HUT  Proklamasi
Kemerdekaan RI ke - 73.
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» Mengikuti kegiatan berbagai macam pertandingan dalam
rangka Ulang Tahun Mahkamah Agung RI. Di Pengadilan
Tinggi Agama Maluku Utara

5. Pembinaan IMTAQ :

» Melaksanakan ibadah dan siraman Rohani pada BULAN
Ramdhan di Musholla
» Buka Puasa bersama pada bulan Ramadhan

6. Pembinaan Dharmayukti Karini :
» Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/Silaturahmi

» Memberikan Beasiswa Bagi Siswa yang tidak Mampu dan

Berprestasi.




BAB IV
PENUTUP

Program Kerja Tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan
dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan yang dihadapi, baik yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Program kerja ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta kinerja yang akan dijalankan tahun 2019,
serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dengan program kerja ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Agama Ternate memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun

bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program Tahun 2019, sehingga visi

dan misi Pengadilan Agama Ternate dapat terwujud dengan baik.
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